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Sehubungan dengan adanya kebutuhan penggunaan nomenklatur jabatan fungsional dalam
bahasa inggris dan untuk peningkatan profesionalisme jabatan fungsional dalam transformasi tata
kelola  jabatan  fungsional,  diperlukan  standardisasi  dalam  penerjemahan  nomenklatur  jabatan
fungsional  dalam Bahasa  Inggris  yang dapat  digunakan oleh  Instansi  Pemerintah.  Sehubungan
dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Kementerian PANRB menginisasi penyusunan nomenklatur jabatan fungsional dalam bahasa1.
inggris  yang  saat  ini  telah  ditetapkan  sebanyak  283  jabatan  fungsional  baik  kategori
keterampilan maupun keahlian.
Dalam  proses  penerjemahan,  Kementerian  PANRB  bekerja  sama  dengan  Kementerian2.
Sekretariat Negara dalam konsepsi penerjemahan terhadap nomenklatur jabatan fungsional,
dan  telah  ditindaklanjuti  dengan  penyampaian  awal  terjemahan  nomenklatur  jabatan
fungsional dalam Bahasa Inggris.  Adapun penerjemahan nomenklatur dan jenjang jabatan
fungsional  tersebut  mengacu  pada  tugas  dan  ruang  lingkup  masing-masing  jabatan
fungsional.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  diperlukan  konfirmasi  dari  Instansi  Pembina  Jabatan3.
Fungsional atas rancangan terjemahan dimaksud, baik yang sebelumnya sudah atau belum
memiliki terjemahan resmi.
Untuk itu, terlampir kami sampaikan daftar hasil penerjemahan awal untuk dapat dilakukan4.
penelaahan  pada  penerjemahan  nomenklatur  jabatan  fungsional  yang  menjadi  binaanya
masing-masing. 
Dalam hal terdapat usulan atas terjemahan tersebut, Instansi Pembina dapat menyampaikan5.
usulan dengan mempertimbangkan referensi akademik dan/atau ketentuan yang berlaku.
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Untuk  kelancaran  proses  standardisasi  penerjemahan  nomenklatur  jabatan  fungsional6.
dimaksud,  mohon  Instansi  Pembina  dapat  menyampaikan  hasil  penelaahan  atau  konfirmasi
kepada Kementerian PANRB paling lambat 28 Maret 2025.

Untuk konfirmasi  dan informasi  lebih  lanjut  dapat  menghubungi  Sdr.  Afid (082298550371),
Sdr. Tamzil (089669522266) atau Sdri. Arintha (085866868030)

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

RENI SUZANA
Sekretaris Kementerian
NIP. 196808311994012001
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LAMPIRAN KEMENTERIAN/LEMBAGA INSTANSI PEMBINA: 

1. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara; 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 

3. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri; 

4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan; 

5. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; 

6. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; 

7. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia; 

8. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 

9. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 

10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 

11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; 

12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan; 

13. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial; 

14. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan; 

15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian; 

16. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 

17. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

18. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 

19. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

20. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; 

21. Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi; 

22. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 

23. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital; 
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31. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris 
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32. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama Badan 

Pengendalian Lingkungan Hidup; 

33. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama Badan 

Koordinasi Penanaman Modal; 

34. Sekretaris Kementerian Koperasi; 

35. Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 

36. Sekretaris Kementerian Pariwisata; 

37. Seketaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi 

Kreatif; 
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38. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga; 

39. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik; 

40. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah; 
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42. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional; 

43. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara; 

44. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

45. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia; 

46. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara; 

47. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 

48. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara; 

49. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara; 

50. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial; 

51. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan; 

52. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional; 

53. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

54. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional; 

55. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 

56. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional; 

57. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

58. Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; 

59. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; 

60. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan; 

61. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; 

62. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; 

63. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

64. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial; 

65. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

66. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 

67. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi; 

68. Sekretaris Mahkamah Agung; dan 

69. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. 
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